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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Menurut (Setyaningrum & Syafitri,2012)Sebagaipihak yang

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

masyarakat,Pemerintah Daerah (Pemda)dituntutuntuk mewujudkan

transparansidanakuntabilitasterhadappengelolaankeuangannyaagar

tercipta pemerintahan yang bersih.(Utara,2019)Pemerintah daerah

sebagaipelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk

menyajikanlaporankeuanganpemerintahdaerahyangdiperlukansecara

akurat,tepatwaktu,relevan,konsisten,dandapatdipercayasebagai

bentuk pertanggung jawaban.Undang-Undang No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan InformasiPublik menyebutkan bahwa setiap

informasipublik harus bersifat terbuka,serta dapat diakses oleh

pengguna secara cepat,tepatwaktu,biaya ringan,dan cara yang

sederhana.

Menurut(Setyaningrum &Syafitri,2012)salahsatuupayakonkrit

yangdilakukanadalahdenganmenyajikanLaporanKeuanganPemerintah

Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).StandarAkuntansiPemerintahan diaturdalam

PeraturanPemerintahRINomor71Tahun2010yangberisitentangSAP

berbasisakrualpenuhyangharusditerapkanpemerintah(Naopaletal.,

2017).Laporan keuangan yang dibuat meliputi, Laporan Realisasi

Anggaran,Neraca,Laporan Arus Kas,dan Catatan atas Laporan

Keuangan.
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Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) dalam jurnal

(Setyaningrum & Syafitri,2012)bahwa Pengungkapan dalam laporan

keuangandapatdikelompokkanmenjadidua,yaitupengungkapanwajib

(mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary

disclosure).Mandatorydisclosuremerupakanpengungkapaninformasi

yangwajibdikemukakansesuaidenganperaturanyangditetapkanoleh

badan otoriter. Sedangkan Voluntary disclosure merupakan

pengungkapanyangdisajikandiluaritem-item yangwajibdiungkapkan

sebagaitambahaninformasibagipenggunalaporankeuangan.Laporan

keuanganmerupakansuatubentukmekanismepertanggungjawabandan

jugasebagaidasaruntukpengambilankeputusanbagipihakeksternal

(Fitria,2006).

Peraturanmengenaipengungkapanlaporankeuanganmulaidiatur

secararincipadatahun2005denganterbitnyaPeraturanPemerintah

Nomor24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansiPemerintahan (PP

24/2005)yangdiubahterakhirkalidenganPeraturanPemerintahNomor

71Tahun2010(PP71/2010)tentanghalyangsama.BerdasarkanPP

71/2010,pengungkapanlaporankeuanganyangdisusunpemerintahdi

Indonesiamenggunakanprinsippengungkapanlengkap,dimanalaporan

keuanganharusmenyajikansecaralengkapinformasiyangdibutuhkan

oleh pengguna laporan keuangan.Informasiyang dibutuhkan oleh

penggunalaporankeuangantersebutdapatditempatkanpadalembar

muka(ontheface)laporankeuanganataupadaCatatanatasLaporan

Keuangan(CaLK).Namunbeberapapenelitianmenemukanbahwatingkat

pengungkapan wajib (mandatory disclosure) pada Catatan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi

PemerintahandiIndonesiamasihrendah(Aenin,2015).
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Dalam sektorpublik/pemerintahan,SAPsangatlahpentingkarena

kesesuaian formatpenyusunan dan penyampaian laporan keuangan

denganstandartakuntansiakanmencerminkankualitas,manfaat,dan

kemampuan laporan keuangan itu sendiri (Suhardjanto, Rusmin,

Mandasaridan Brown,2010).Dengan mengikutistandartyang telah

ditetapkan maka pemerintah daerah telah mentaatiSAP dan laporan

keuangantersebuttelahmemenuhikriteriatransparansibagipengguna

laporankeuangan(Bapepam,2003).

(Nugroho& Prasetyo,2018)Undang-UndangNo.32tahun2004

tentang pemerintah daerah,bahwa setiap pemerintah daerah diberi

kesempatan dalam melaksanakan kewenangannya sebagaihak-hak

daerah.Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada

kabupatendankotamemberikanhak,wewenang,dankewajibandaerah

untukmengaturdanmengelolasendirikeuangansertaanggarandaerah

dankepentinganmasyarakatsetempatdalam system NegaraKesatuan

RepublikIndonesia.Meskipun demikian adabeberapahalyang tetap

dikendalikanolehpemerintahpusat,sepertihalnyahubungandiplomatik,

kerjasamaperdagangan,danlain-lain.

Pemerintahdaerahdibagimenjadiprovinsidankabupaten/kota,

masing-masingprovinsidankabupaten/kotamempunyaipemerintahan

daerahsendiri,provinsidipimpinolehgubernur,kabupatendipimpinoleh

bupati,dankotadipimpinolehwalikota.Kabupatensendiridibagimenjadi

2 yaitu:kecamatan dan kelurahan/desa.Sumberpendapatan daerah

berasaldari:pendapatanaslidaerah(PAD)yangmeliputi:pajakdaerah,

retribusidaerah,pengelolaankekayaandaerahyangdipisahkan,danPAD

yangsah.
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Karakteristikkepemimpinankepaladesadimanapundanapapun

tingkatannya adalah jelas yaitu kepala desa harus mempunyai

kewibawaandankelebihanuntukmempengaruhisertamengajakorang

laingunabersama-samaberjuang,bekerja,danberusahamencapaisatu

tujuanbersama.Pemimpinadalahseorangyangmemimpindenganjalan

memprakarsaitingkah laku socialdengan mengatur,mengarahkan,

mengorganisasikan atau mengontrolusaha/upaya orang lain untuk

melaluiprestise,kekuasaanatauposisi(Faichilddalam Kartono,1994:

33).

Desa adalah salah satu pemerintahan yang kekuasaannya

dibawah pemerintah daerah.MenurutUU Nomor6 tahun 2014 desa

merupakankesatuanmasyarakathukum yangmemilikibataswilayahnya

sendiriuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahan,kepentingan

masyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat,hakasalusul,

dan/atau hak tradisionalyang diakuidan dihormatidalam sistem

pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.Tujuandariakuntansi

keuangandesaadalahuntukmenyediakanberbagaiinformasikeuangan

secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat

dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagaidasar untuk

mengavaluasipelaksanaankeuanganmasalalu.

Pembangunan yang dilakukan untuk memenuhikesejahteraan

masyarakat desa merupakan tujuan dari keuangan desa. Untuk

memahami laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat

dibutuhkan,tujuannyaadalah untukmenyediakan informasimengenai

posisikeuangandanperubahandalam posisikeuangansuatuperusahaan

atau pemerintah daerah yang berguna bagipara penggunanya untuk

membuatsuatukeputusan.
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Selain karakteristik kepala desa,kesadaran akan wajib pajak

Keuangandesaadalahsegalasesuatuyangberupauangdanbarangyang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa juga

berpengaruh terhadap LKPD, kesadaran wajib pajak atas fungsi

perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko,2006). Kesadaran

masyarakatuntuk membayarkan pajaknya memilikiperanan penting

terhadappeningkatanpenerimaanpajak.Kepatuhanwajibpajakdapat

puladitingkatkanmelaluipengenaanpepajakan.

Rasiokemandiriankeuangandaerahmenunjukkankemampuan

pemerintah daerah dalam membiayaisendirikegiatan pemerintahan,

pembangunan,danpelayanankepadamasyarakatyangtelahmembayar

pajakdanretribusisebagaisumberpendapatanyangdiperlukandaerah.

Dalam penelitianini,Desa Windurejomenjadiobjekyangakan

diteliti,alasannyaagarmasyarakatDesaWindurejodapatmengetahui

sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi

pemerintahdesa.Berdasarkanuraiandiatasmakapenelitimelakukan

penelitianyangberjudul“PengaruhKarakteristikKepalaDesa,Kepatuhan

WajibPajak,danRasioKemandirianTerhadapPengungkapanLaporan

KeuangandiDesaWindurejoTahun2018-2021”

B.RumusanMasalah

1.Apakahterdapatpengaruhparsialkarakteristikkepaladesaterhadap

pengungkapanlaporankeuangandiDesaWindurejotahun2018-2021?

2.Apakahterdapatpengaruhparsialkepatuhanwajibpajakterhadap

pengungkapanlaporankeuangandiDesaWindurejotahun2018-2021?

3.Apakah terdapat pengaruh parsial rasio kemandirian terhadap
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pengungkapanlaporankeuangandiDesaWindurejotahun2018-2021?

4.Apakah terdapat pengaruh simultan karakteristik kepala desa,

kepatuhan wajib pajak, dan rasio kemandirian terhadap

pengungkapanlaporankeuangandiDesaWindurejotahun2018-2021?

C.TujuanPenelitian

1.Untuk mengetahui pengaruh parsial karakteristik kepala desa

terhadappengungkapanlaporankeuangandiDesaWindurejotahun

2018-2021.

2.Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap

pengungkapanlaporankeuangandiDesaWindurejotahun2018-2021.

3.Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian terhadap

pengungkapanlaporankeuangandiDesaWindurejotahun2018-2021.

4.Untukmengetahuipengaruhsecarasimultankarakteristikkepaladesa,

kepatuhan wajib pajak, dan rasio kemandirian terhadap

pengungkapanlaporankeuangandiDesaWindurejotahun2018-2021?

D.ManfaatPenelitian

1.ManfaatTeoritis

Hasildaripenelitianinidiharapkanmampumemberikankontribusi

bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah

daerah,khususnya mengenaiakuntabilitas pengelolaan pelaporan

keuangandesa.

2.ManfaatPraktis

a.BagiPemerintahDaerah

Hasilpenelitianinidiharapkandapatsebagaibahanevaluasiagar

terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansimengenai

pelaporandanadesa.
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b.BagiPemerintahDesa

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikaninformasidan

masukanmengenaiakuntabilitaspelaporankeuangandesa.

c. BagiMasyarakat

Sebagaisaranainformasikepadamasyarakatagarmengetahui

pelaporandanadesa.

d.BagiPenelitiSelanjutnya

Sebagaisarana untuk penambah wawasan baru mengenai

PemerintahDesadanpengelolaanpelaporandanadesasekaligus

sumberbahanbarudalam PembelajaranPendidikanPancasila

danKewarganegaraan.




